
Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat, meningkatkan produktivitas penduduk dan 
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat 
penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, 
perlu dilakukan perbaikan lrualitas lingkungan dan perubahan 
perilaku kearah yang lebih sehat melalui kegiatan Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 · tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Kata Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4120); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 
lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
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Dalam Peraturan Wali Kota Baubau ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Baubau; 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kota Baubau; 

3. Wall Kota adalah Wali Kota Baubau; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota Baubau dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kata Baubau dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah; 

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah 
suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama­ 
sama oleh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup; 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALl KOTA BAUBAU TENTANG GERAKAN 
MASYARAKAT HIDUP SEHAT 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Gerakan Masyarakat hidup Sehat; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan 
Perilaku Hidup Bersih danSehat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program 
Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1223); 

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505); 

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); 

,., 



BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 
(1) Setiap Pemerintah Daerah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan 

individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3; 

(1) Setiap Perangkat Daerah menyususn perencanaan dan penganggaran untuk 
mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; 

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dapat 
bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB III 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS 

Pasal 4 

Pasal 3 
Peraturan Wali Kota Baubau ini disusun bertujuan untuk mewujudkan GERMAS 
melalui: 
a. Peningkatan edukasi hidup sehat; 
b. Peningkatan kualitas lingkungan; 
c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; 
d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; 
e. Peningkatan prilaku hidup sehat; dan 
f. Peningkatan aktivitas fisik. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Maksud ditetapkannya Peraturan W ali Kata Baubau ini adalah sebagai pedoman 
bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan GERMAS 
untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan 
preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan 
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. 

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah 
sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil 
pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/ menolong diri 
sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 
masyarakatnya; 

7. Kawasan Tan pa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau 
area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ a tau mempromosikan produk 
tembakau. 
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Ditetapkan di Baubau 
Pada tanggal, s. I .:)a ri 2021 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Wali Kota Baubau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota 
Baubau ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

BABV 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 6 
(1) Wali Kota Baubau melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan GERMAS di Daerah; 
(2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; 
(3) Pelaksanaan pernbinaan dan pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Wali Kota Baubau; 
(4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di 

lingkungannya kepada Wali Kota Babuau rnelalui Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Baubau, selanjutnya Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Baubau, merekapitulasi laporan tersebut untuk ... 
disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 

(5) Evaluasi dan Pelaporan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) didasarkan pada 
Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Wali Kata Baubau. 

(2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dalam 
GERMAS; 

(3) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota Baubau ini. 


